





Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Secara umum implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 6 Tahun 
2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di kota Yogyakarta dapat 
dikatakan cukup baik. Dari segi proses, implementasi kebijakan Pemerintah 
Kota tentang pengelolaan air limbah domestik sudah berjalan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 6 Tahun 2009. Dari  segi 
hasil jangka pendek yang dapat dirasakan bahwa implementasi kebijakan 
Pemerintah Kota tentang pengelolaan air limbah domestik sudah mengarah 
pada tujuan kebijakan, yaitu agar terkendalinya pembuangan air limbah 
domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, serta 
meningkatnya upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Meskipun demikian 
masih banyak pelanggaran-pelanggaran terkait dengan pengelolaan air limbah 
yang luput dari pengawasan Dinas Kimpraswil sebagai pihak yang ditunjuk 
sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 6 Tahun 2009 
tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik tersebut. Hal ini perlu menjadi 
perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, agar dalam pengelolaan 
air limbah domestik dapat berjalan lebih baik lagi. 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota 
Yogyakarta No 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di 
Kota Yogyakarta antara lain meliputi faktor kejelasan standar dan sasaran 
kebijakan adalah terkendalinya pembuangan air limbah agar kualitas air tanah 
dan air permukaan Kota Yogyakarta dapat terlindungi. Komunikasi, 
koordinasi masing-masing instansi terkait belum terjalin dengan baik, 
sedangkan komunikasi antara Dinas Kimpraswil dengan masyarakat sudah 
terjalin cukup baik. Sumberdaya terdiri dari sumber daya manusia, dimana 
ketersediaan personil khusus pembersih masih kurang memenuhi kebutuhan 
masyarakat, sumber daya finansial, yang dimaksud adalah dana OP 
(Operasional dan Pemeliharaan) dan pengembangan jaringan, dalam hal ini 
Dinas Kimpraswil mendapat dana dari pemerintah Kota Yogyakarta, 
Direktorat Jenderal Cipta Karya DIY, dan Pemerintah Aus Aid Australia. 
Disposisi, komitmen para implementor cukup baik, hal ini bisa dilihat dari 
peran pemerintah sebagai pelayanan Infrastruktur dan pelayanan keluhan 
masyarakat.  
B. Saran 
Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 6 Tahun 2009 tentang 
Pengelolaan Air Limbah Domestik secara resmi memang baru berjalan selama dua 
setengah tahun, namun berdasarkan penelitian kebijakan ini dapat 
diimplementasikan dan memperoleh hasil yang cukup baik. Maka dari itu 
93 
diperlukan suatu kerjasama yang baik dari berbagai pihak dalam melaksanakan 
kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pencapaian hasil 
kebijakan di masa yang akan datang lebih optimal. Adapun saran-saran yang 
dapat penulis berikan antara lain: 
1. Pemerintah harus lebih aktif dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota 
Yogyakarta No 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik 
kepada semua pihak, terutama pihak masyarakat kota Yogyakarta, sehingga 
pemahaman masyarakat terhadap Pengelolaan Air Limbah Domestik menjadi 
lebih baik. Dengan pemahaman yang baik dari masyarakat, diharapkan 
pengelolaan air limbah domestik dapat terlaksana dengan lebih baik lagi.  
2. Pemerintah sebaiknya lebih optimal dalam upaya menyediakan sumber daya 
penunjang implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 6 Tahun 2009 
tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di kota Yogyakarta baik sarana 
dan prasarana, biaya, serta ketersediaan .personil khusus pembersih untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat. 
3. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan komitmen 
terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 6 Tahun 2009 
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